BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 85
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bl - I8

BUPATI KLATEN,

bahwa untuk percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), sesuai Keputusan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan  117/KMK.07/2020 tentang
Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka
Penanganan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat
dan Perekonomian Nasional, maka perlu adanya
penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Klaten Nomor
85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Klaten
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang



Mengingat

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 858,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/
2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam
Rangka Penanganan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 192);

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);



37.Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 17 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 156);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2019 Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun
2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Klaten Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 172);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019
Nomor 15);

41.Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

42. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten
Klaten Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018
Nomor 34);

43.Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor
84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 85 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun
2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Klaten Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020
Nomor 13), diubah sebagai berikut:
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Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
terdiri atas:
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 2.721.807.486.100,00

b. Bertambah/( Berkurang) Rp. (244.088.053.830,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.477.719.432.270,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 2.906.327.298.100,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp (244.088.053.830,00)
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.662.239.244.270,00
Defisit setelah Perubahan Rp. (184.519.812.000,00)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 185.519.812.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 185.519.812.000,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 184.519.812.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal
1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 A
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat perubahan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan/atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah meliputi:
1. Dinas Pendidikan;
2. Taman Kanak-kanak ( TK);
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Sekolah Dasar Negeri;

Sanggar Kegiatan Belajar;

Dinas Kesehatan;

Puskesmas;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

. Satuan Polisi Pamong Praja;

.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana;

. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

. Dinas Perhubungan;

. Dinas Komunikasi Informatika;

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
. Dinas Arsip dan Perpustakaan;

. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;

. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

- Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah;

. Bagian Umum Sekretariat Daerah;

- Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;

. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

. Kecamatan Klaten Utara;

. Kelurahan Gergunung;

. Kelurahan Bareng Lor;

. Kecamatan Klaten Tengah;

. Kelurahan Kabupaten;




39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Sl.
S2.
53.
54.
S9.
S56.
S7.
58.
59.
60.
ol.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Y4 P
72,
73,
74.

Kelurahan Klaten;
Kelurahan Tonggalan,;
Kelurahan Mojayan;
Kelurahan Buntalan;
Kelurahan Bareng;
Kecamatan Klaten Selatan;
Kelurahan Gayamprit;
Kecamatan Kalikotes;
Kecamatan Ngawen,
Kecamatan Kebonarum,;
Kecamatan Wedi;
Kecamatan Jogonalan;
Kecamatan Gantiwarno;
Kecamatan Prambanan;
Kecamatan Manisrenggo;
Kecamatan Kemalang;
Kecamatan Karangnongko;
Kecamatan Jatinom;
Kelurahan Jatinom:;
Kecamatan Karanganom,
Kecamatan Tulung;
Kecamatan Polanharjo;
Kecamatan Delanggu;
Kecamatan Juwiring;
Kecamatan Wonosari;
Kecamatan Ceper;
Kecamatan Pedan;
Kecamatan Karangdowo;
Kecamatan Cawas;
Kecamatan Trucuk;
Kecamatan Bayat;

Inspektorat Kabupaten;

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.



3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 APRIL. 202.0

Diundangkan di Klaten
pada tanggal *% APRIL 2020

ARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

A.




